KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILATAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI qﬁ.wn-urwr
NOMOR 898 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL _ _
MADRASAH IBTIDAIYAH ATTGHA KABUPATEN MAJALENGHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

bahwa dalam ronglka meringkatkan akses pendidilan madrasah Yang
hermuty, perly memberikan kesempatan masyarakat melalul organisasi
berbadan hukum untisk mr:n;-':lemggarnkan madrasal scstal dengan
standar nasional pendidikan;

hahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam: keputusan. im telah
memenuhi  perayaratan admifistratif, teknis  dan  kelayalan
sebagaimana mestinya Sesud dengan hasil visitasi dan verifilasl Tim
Peniai  Surat Rekmmendas: Kepala Hantor Kementerian  Agama
Kabupaten Majalengha HNomo .10/ Kl 1010/ 2/KS.01.1/02/3017
tanggal 24 Februan 2017 dan Nota Dines Pertimbangen Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah Nomor 0252/ND/IPM /2017 tangeal B Juni 2017
sehingga layak diberikan izin aperasional;

1}

Menimbang

. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaitsud dalam huraf
a dan huruf b perly menetaplkan Keputusan Kepala Hantor Wilayah
Komentesian Agarna Provinsl -Jawa Barat feniang Pemberian lzin
Dperasional Madrasah Ihtideivah Attohs Kabupatsn Majalengkay

Undang-Undang Somar 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan
Masional {Lembaran Megara Republik [ndonesia Tahur 2003 Nomer 78,
rambakan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomer 4301}

~Undang-Undang Memor 14 Tahuno 2005 tentang Guru dan Desen
|Lembaran Negara  Republls Indonesta Tahun 2005  Nomaor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Romtoer 4586,

_ peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahur 2003 tentang Standar Maginmal
Dendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesa Momor 4496)
sebapaimana telah beberapn eali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomer 13 Tahus 2015 tentang Perubaban Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mazional
Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S6TU)

4. Pera:tu:mn Pemicrintal Momor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Pendidikan Dasar (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008
Normor 90, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Romor
4863];

5. Peraturan Pemerintaly Noemor 44 Tahun 2008 tentang Pendanaan

o

Pendidikan [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 864,
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MEMUTUSHAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTER!
TENTANG PEMBERIAN IZIN urmnﬂlﬂm
MADRASAH IBTIDAIYAH ATTOHA KABUPATEN MAJALE

KESATLS : Memberikan izin  operasional madrasah kepada H&ﬂfﬂ!ﬂh

sebagaimana tereantum dalam La.mpu'an yang merl.rpﬂ]mﬂ bﬂ-EIET.I
tidak terpisahkan dan H:]JL'LI:L.SIH'] ini.

KEDUA ; Setelah jangka walktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan
wajib:

a, Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Hepﬂla
Kantor Kementerian Apama Vang memual paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan  standar sarana  prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan  tenaga
kependidikan; danfatau

b, Mengajukan pendaftarar visitasi akredites) sekolah/madrasah
kepada HAP-S/M scsuai keteniuan peraturan  perundang-
undangan

KETIGA Dalam hal perkembangan Madrasah sebapaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat
minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tetap berlalas.

KEEMPAT Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA humaf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penvelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huraf b tidak mendepat
peringkat minimal €, maka izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dicabut

KELIMA . Keputusan in mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Juni 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH

el HKEMENTERIAN AGAMA
S EFD#IHE[ JAWA BARAT
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Nama Organisasi Penyelenggara

‘Alcte Notaris Drga.msaﬂi
Penyelenggara £ R
Nu. 143 Tanggal 21 Februari 2014

& |Pengezahan Akte Notans Organisasi

Penyclenggard

AHU-1853.AH.01.04
Tanggal 1 April 2014
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KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA

‘o PROVINSI JAWA BARAT
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